
 
 

KEPALA DESA PEJAMBON 
KABUPATEN BOJONEGORO 

 

PERATURAN KEPALA DESA PEJAMBON 
NOMOR 1 TAHUN 2023 

 

TENTANG 
 

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR PENGGUNAAN MOBIL SIAGA DESA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

KEPALA DESA PEJAMBON, 
 

Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan 
Desa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Standart Operasional 
Prosedur Penggunaan Mobil Siaga Desa maka perlu 
menyusun Peraturan Kepala Desa sebagai pedoman dalam 
penggunaan Mobil Siaga Desa Pejambon; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2019; 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Pengelolaan Aset Desa; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Kewenangan Desa; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 
Lokal Berskala Desa; 

9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal 
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten 
Bojonegoro; 



10. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Desa yang Bersifat 
Khusus dari APBD Kabupaten Bojonegoro sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2022; 

11. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2019 tentang 
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa; 

12. Peraturan Desa Pejambon Nomor 1 Tahun 2023 tentang 
Standart Operasional Prosedur Penggunaan Mobil Siaga 
Desa. 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG STANDART 

OPERASIONAL PROSEDUR PENGGUNAAN MOBIL SIAGA 
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO 
KABUPATEN BOJONEGORO 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro; 
2. Bupati adalah Bupati Bojonegoro; 
3. Kecamatan adalah Kecamatan Sumberrejo Wilayah kerja Camat sebagai 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam wilayah kerja 
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro; 

4. Camat adalah Camat Sumberrejo sebagai Pemimpin dan Koordinator 
Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam 
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan 
dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan 
menyelenggarakan  tugas umum pemerintahan; 

5. Desa  adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di dalam peraturan 
ini adalah Desa Pejambon. 

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau 
yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa.  

7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

8. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo 
Kabupaten Bojonegoro yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban 



untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro; 

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang 
disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa 
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antar BPD, Pemerintah Desa, dan 
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal 
yang bersifat strategis. 

11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan Desa Pejambon yang 
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 

12. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa 
sebagai aturan pelaksanaan atas Peraturan Desa. 

13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi 
kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 
masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat 
istiadat desa. 

14. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan 
warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat 
desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat desa. 

15. Kewenangan Lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dilaksanakan oleh desa 
atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena 
perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. 

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau yang selanjutnya disebut 
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas 
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan 
dengan Peraturan Desa. 

17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

18. Mobil Siaga Desa adalah Mobil milik Pemerintah Desa Pejambon yang 
ditujukan untuk membantu pelayanan sosial dan kesehatan bagi warga 
masyarakat Desa Pejambon dan untuk alat transportasi kegiatan lembaga 
dalam lingkup Pemerintah Desa Pejambon. 

19. Penanggungjawab Mobil Siaga adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh 
Kepala Desa untuk mengelola mobil siaga. 

20. Pelaksana Operasional Harian Mobil Siaga adalah warga Desa Pejambon 
yang diangkat oleh Kepala Desa menjadi sopir. 
 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Kepala Desa ini adalah sebagai pedoman 
dan petunjuk teknis Pemerintah Desa dalam menetapkan ketentuan Standart 
Operasional Prosedur (SOP) Mobil Siaga Desa Pejambon. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Kepala Desa ini adalah untuk menjadi 



pedoman dalam pengelolaan dan petunjuk teknis dalam layanan kepada 
masyarakat khususnya layanan penggunaan Mobil Siaga Desa. 
 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

 
Pasal 3 

Ruang Lingkup dalam Peraturan Kepala Desa ini adalah: 
a. Tata Cara penggunaan Mobil Siaga Desa; 
b. Anggaran Biaya Pengelolaan Mobil Siaga Desa. 

 
BAB IV 

TATA CARA PENGGUNAAN MOBIL SIAGA DESA 
 

Pasal 4 
Bagian Kesatu  

Klasifikasi Kegiatan Pengguna 
 

(1) Mobil Siaga Desa bisa digunakan oleh warga masyarakat Desa Pejambon yang  
beridentitas sebagai warga Desa Pejambon. 

(2) Mobil Siaga Desa juga bisa digunakan oleh warga luar Desa Pejambon apabila 
warga tersebut sedang berada di Desa Pejambon dan membutuhkan sarana 
transportasi yang sifatnya mendesak. 

(3) Mobil Siaga Desa prioritas digunakan oleh warga masyarakat guna layanan 
transportasi kesehatan dan sosial. 

(4) Layanan transportasi bidang kesehatan meliputi : 
a. Antar jemput warga yang sakit dan berobat ke Dokter, Rumah Sakit, 

atau tempat berobat lainnya. 
b. Antar jemput masyarakat yang melahirkan. 

(5) Layanan masyarakat bidang sosial meliputi : 
a. Antar jemput kegiatan khitanan, lamaran, dan pernikahan. 
b. Antar jemput kegiatan Haji dan Umroh. 

(6) Jika terdapat pemohon pengguna mobil siaga dalam waktu bersamaan, maka 
diuatamakan yang lebih dulu daftar dan diprioritaskan kepentingan layanan 
kesehatan. 

 
Pasal 5 

Bagian Kedua 
Persyaratan Pemohon/Pengguna 

 
(1) Pemohon pengguna mobil siaga harus memenuhi persyaratan yang meliputi  : 

a. Mengisi formulir; 
b. Menyerahkan fotokopi e-KTP; 
c. Taat dan patuh dengan ketentuan Peraturan Desa. 
 

 
 
 
 



Pasal 6 
(1) Mobil siaga dapat dijadikan layanan transpotasi kegiatan Pemerintahan Desa,  

meliputi kegiatan : 
a. Pemerintah Desa; 
b. Badan Permusyawaratan  Desa (BPD); 
c. Lembaga Desa. 

(2) Layanan tranportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah khusus untuk 
kegiatan dinas. 

 
BAB V 

ANGGARAN BIAYA PENGELOLAAN DAN OPERASIONAL MOBIL SIAGA DESA 
 

Pasal 7 
(1) Anggaran biaya pengelolaan dan operasional Mobil Siaga Desa bersumber dari 

APB Desa. 
(2) Anggaran biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah  

biaya perawatan dan biaya operasional Mobil Siaga Desa. 
(3) Biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : 

a. Biaya perawatan rutin (biaya service, ganti oli, dan ganti ban) 
b. Biaya perbaikan kerusakan suku cadang. 

(4) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : 
a. Insentif/honor Penanggungjawab dan Pelaksana Operasional Harian 

(Sopir). 
b. Biaya pengurusan beban pajak kendaran baik tahunan maupun lima 

tahunan. 
 

Pasal 8 
(1) Anggaran biaya layanan transportasi bidang kesehatan sebagaimana 

dimaksud Pasal 4 ayat (4) untuk perjalanan dalam kota, sepenuhnya gratis 
dan biaya dibebankan pada APBDesa. 

(2) Anggaran biaya layanan transportasi bidang kesehatan sebagaimana 
dimaksud Pasal 4 ayat (4) untuk perjalanan luar kota, untuk biaya bahan 
bakar dibebankan 50% (lima puluh persen) kepada pengguna. 

(3) Anggaran biaya layanan transportasi bidang sosial sebagaimana dimaksud 
Pasal 4 ayat (5), untuk biaya bahan bakar menjadi beban pengguna 
sepenuhnya. 

 
Pasal 9 

(1) Insentif/honor Sopir sebagaimana Pasal 7 ayat (4) huruf a, dihitung per 
perjalanan pelayanan Mobil Siaga. 

(2) Perhitungan insentif/honor sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan 
mempertimbangkan jarak perjalanan mobil siaga. 

(3) Insentif/honor sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan setiap 1 (satu) 
bulan sekali atau sesuai dengan kondisi keuangan Desa. 

(4) Insentif/honor Penanggungjawab sebagaimana Pasal 7 ayat (4) huruf a bisa 
diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa. 

 
 

 



BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 10 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini akan diatur lebih 
lanjut dalam Keputusan Kepala Desa. 
 

Pasal 11 
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pejambon. 
 
 

Ditetapkan di Pejambon 
Pada tanggal 26 Januari 2023 

 

KEPALA DESA PEJAMBON 
 

 
 

 
ABD. ROKHMAN 

 
Diundangkan di Pejambon 
Pada tanggal 26 Januari 2023 
 

SEKRETARIS DESA PEJAMBON 
 
 
 
 
 ALVIN MUJAHID 
 

BERITA DESA PEJAMBON TAHUN 2023 NOMOR 1 


